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A. Lokasi Penelitian 

BABIV 

HASILDAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Yapen 

a. Letak Geografis 

Kabupaten Kepulauan Y apen merupakan satu diantara beberapa kabupaten 

di Provinvi Papua yang berada di wilayah Kawasan Teluk Cenderawasih. Secara 

geografis Kabupaten Kepulauan Yapen terletak antara 2°2,4'8,424" 

1°23,4' 19,548" Lintang Selatan, dan antara 134°56'21, 708"137°4, 2'20, 592" 

Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 7.146,16 Km2
. Luasan wilayah ini 

mencakup luas wilayah daratan dan perairan. Luas wilayah daratan adalah 

2.432,485 km2 (34,04%) sedangkan luas wilayah perairan 4.713,672 km2 

(65,96%). Jika diprosentasekan, 

luas wilayah kabupaten ini adalah 2,25% dari luas wilayah Provinsi Papua 

yakni 317,062 km2
. 

Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu kabupaten di provms1 

Papua, Indonesia. lbukota kabupaten ini terletak di Serui. Kabupaten ini dahulu 

bemama Kabupaten Yapen Waropen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan 

Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. 
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Gambar 4.1 
Peta Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua 

Visi Dan Misi Kabupaten Kepulauan 

Menengah Tahun 

• 

~ 
~ 

-- .. ----

Yapen Jangka 

2013-2017 

Visi Kepulauan Yapen Yang Nyaman, Maju Dan Sejahtera 

Misi: Maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen Yakni: 

1. Memantapkan Tata Pemerintahan yang Baik 

2. Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, dan Taat 

Hukum 

3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia 

4. Meningkatkan Pengelolaan SDA Secara Berkelanjutan 

5. Menyediakan lnfrastruktur yang Memadai dan Merata dengan 

Memperhatikan Kerawanan Bencana 

6. Meningkatkan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan 

Dalam perkembangannya terdapat aspirasi masyarakat Kabupaten Y a pen 

Waropen yang menginginkan adanya perubahan nama dari kabupaten tersebut 

menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen. Keinginan perubahan nama menjadi 
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Kabupaten Kepulauan Yapen dilatarbelakangi oleh telah dibentuknya Kabupaten 

Otonom W aropen sebagai pemekaran dari Kabupaten Y apen W aropen 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, sehingga agar tidak terjadi 

duplikasi nama perlu ditinjau adanya perubahan nama Kabupaten Yapen Waropen 

menjadi Kabupaten Kepulauan Y apen, selain itu secara geografis daerah ini 

merupakan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau. 

Akhimya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008, nama 

Kabupaten Yapen Waropen diubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan 

Yapen. 

Secara administratif Kabupaten Kepulauan Y apen mempunyai batas-batas 

wilayah adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Biak Numfor di Selat Sorenarwai; 

Sebelah Selatan berbatasan 

Sebelah Barat berbatasan 

Sebelah Timur berbatasan 

Kabupaten Waropen di Selat Saireri; 

Kabupaten Manokwari di Selat Gelvink Bay; 

Kabupaten Sarmi dan Jayapura di Sungai 

Mamberamo. 

Selain itu Kabupaten Kepulauan Yapen terbagi menjadi 16 wilayah Distrik, 5 

Kelurahan dan 160 Kampung. Untuk mengetahui luasan wilayah distrik dapat 

dilihat dalam tabel 4.1 dibawah ini : 
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Tabel4.1 
Luas Wilayab Distrik di Kabupateo Kepulauao Yapeo 

N 
Distrik 

Luas (Km2
) Perseatase 

0 Daratan Perairan Jumlab Daratan Perairao Total 

I 
Distrik Angkaisera 

159,06 18,33 177,39 89.67 10,33 2,48 
dan Yawakukat 

2 
Distrik Kepulauan 

27,39 273,98 301,37 9,09 90,91 4,22 
Ambai 

3 Distrik Y apen Barat 243,I6 550,20 793,36 30,65 69,35 II, IO 

4 Distrik Kosiwo 362,79 243,86 606,66 59,80 40,20 8,49 

5 Distrik Poom 123,16 607,23 730,39 I6,86 83, I4 I0,22 

6 Distrik Raimbawi 179,93 599,56 779,49 10,20 27,IO 5,28 

7 
Distrik Teluk 

266,04 I85,59 45I,63 58,9I 41,09 6,32 
Ampimoi 

8 Distrik Windesi 222,04 257,65 479,69 46,29 53,71 6,71 

9 Distrik Wonawa I23,72 836,96 960,68 9,07 32,82 9,53 

10 
Distrik Yapen Selatan 

5&,2& &2,B \40.42 41,51 5&.49 1,96 
dan Anotaurei 

11 Distrik Yapen Timur I68,96 224,22 393,17 42,97 57,03 5,50 

I2 Distrik Yapen Utara 386,4I 389,17 775,58 49,82 50,I8 10,85 

13 Distrik Yerui* 90,06 360,24 574,03 6,08 52,03 10,2I 

I4 Distrik Miobo* 2I,49 285,96 307,45 12,55 50,15 7,I1 

Kepulauan Yapen 2.432,49 4.713,67 
7.146,1 \00,0 

6 0 
Sumber Data: 

- Peta Administrasi Kabupaten Kep. Yapen (Tim Pembuatan Peta Blueprint Kab. Kep_ Yapen, Provinsi Papua, 2008) 
- Citra Quick bird, Agustus 2006 
- Citra Landsat TM7, 2007 
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Skala I :250.000, Lembar 3114 dan 3214 
- *)Data Sementara 

Scbagian besar Wilayah Kabupaten Kcpulauan Yapcn bcrbukit dan 

bergunung-gunung dan sebagian kecil wilayah dengan kondisi datar dan landai 

terutama pada bagian Timur dan bagian Barat pulau Yapen. Tingkat kemiringan 

lahan sangat bervariasi mulai dari yang datar, bergelombang hingga pada 

berbukit. Tingkat kemiringan lahan antara 0 - 40% yang disebut sebagai daerah 

pantai, sedangkan kemiringan lahan antara 40 - 60% adalah kemiringan lahan 

yang disebut sebagai daerah bergelombang hingga berbukit, lahan ini lebih 

dominan sekitar pulau Yapen. Ketinggian wilayah pantai berada pada kisaran 0--

10 m diatas permukaan laut,sedangkan bagian tengah berada pada ketinggian 200 

- 1.500 m diatas permukaan )aut. 
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Berdasarkan pembagian wilayah administrasi, dari jumlah 165 (seratus 

enam puluh lima) kampung di wilayah kabupaten ini, lebih dari 85% (95 

kampung) berada pada jarak 1 km dari garis pantai, sekitar 13% (14 kampung) 

berada dari garis pantai antara kisaran 1-5 km dan yang berjarak lebih dari l 0 km 

dari garis pantai, yaitu 2 (dua) kampung yakni Kampung Mambo dan Kampung 

Ambaidiru Distrik Kosiwo. 

b. Pemerintahan 

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Yapen belum 

terlaksana secara optimal seperti apa yang diamanatkan oleh Permen-P AN 

Nomor 18 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, hal ini 

nampak pada penataan kelembagaan secara umum belum tertata dengan baik, 

namun dari sisi pengelolaan administrasi keuangan daerah telah menunjukkan 

kemajuan yang signifikan, hal ini tergambar dari audit keuangan oleh BPK, 

Kabupaten Kepulauan Yapen memperoleh status Wajar Dengan Pengecualian 

(WOP). 

Perkantoran/Pemerintahan 

• Kegiatan pemerintahan dengan skala pelayanan wilayah (pemerintahan 

kabupaten) dilaksanakan melalui penyediaan kawasan pusat perkantoran yang 

diarahkan di Kota Serui yang berada di Distrik Yapen Selatan. 

• Kegiatan pemerintahan dengan skala pelayanan lokal (distrik), direncanakan 

peningkatan sarana penunjang bagi kcgiatan pemerintahan skala pelayanan 

lokal yang dicanangkan pada seluruh distrik yang ada di Kabupaten Kepulauan 

Yapen. 

• Kegiatan pemerintahan dengan skala pelayanan lingkungan (kampung). 
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c. Jumlab Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen 

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan proyeksi 

penduduk Tahun 2013 adalah 88.187 j iwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 

45.391 jiwadan penduduk perempuan 42,796 jiwa dengan rasio jenis kelamin 

106,06. Jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 20 l 0 maka telah 

tetjadi kenaikan jumlah penduduk yang cukup signifikan dalam kurun waktu tiga 

tahun terakhir sebanyak 5.216 jiwa. 

Tabel4.2 
Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapenmenurut Jenis Kelamin 

NO DISTRIK 
2011 2012 2013 

L p L+P L p L+P L p L+P 
1 YapenTimur 2.433 2.308 4.741 2.533 2.387 4.920 2.515 2.369 4.884 
2 Yapen Utara 1.211 1.137 2.348 1.289 1.179 2.468 1.288 1.175 2.463 
3 T.Ampimoi 1.741 1.721 3.462 1.828 1.821 3.649 1.822 1.809 3.631 
4 Raimbawi 575 561 1.136 630 567 1.197 626 552 1.178 
5 Pulau Kurudu 699 660 1.359 732 695 1.427 7Z9 703 1.432 
6 Angkaisera 4.248 4.076 8.324 4.385 4.211 8.596 4.366 4.189 8.555 
7 Kep. Ambai 1.883 1.799 3.682 2.019 1.889 3.908 2.011 1.883 3.894 
8 Yapen Selatan 21.886 19.975 41.861 21.118 19.481 40.599 21.008 19368 40.376 
9 Kosiwo 1.943 1.917 3.860 2.061 1.982 4.043 2.057 1.973 4.030 
10 Yapen Barat 3.975 3.950 7.925 4.209 4.169 8.378 4.199 4.151 8.350 
11 Wonawa 1.459 1.379 2.838 1.546 1.467 3.013 1.542 1.469 3.011 
12 Yerui 181 158 339 186 174 360 183 170 353 
13 Poom 1.597 1.568 3.165 1.675 1.668 3.343 1.669 1.658 3.327 
14 Windesi 1.277 1.257 2.534 1.378 1.332 2.710 1.376 1.327 2.703 

lUMLAH 45.108 42.466 87.574 45.589 43.022 88.611 45.391 42.796 88.187 

Sumber : Kepu/auan Yapen Dalam Angka, Tahun 2014 

Persebaran penduduk di Kabupaten Kepulauan Yapen berhubungan 

dengan pola pemukiman penduduk dan sosial budaya masing-masing masyarakat 

adat. Beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk di Kabupaten 

Kepulauan Yapen antara lain: Iklim, letak bentuk daratan/tanah, kesuburan tanah, 

sumber alam dan sosial budaya (hak ulayat dsb). Tingkat kepadatan penduduk 

berbanding luas daratan Kabupaten Kepulauan Yapen 2.432,5 Km2 adalah 36,25 
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d. Pendidikan 

Dalam 5 tahun terakhir semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan 

demikian pula untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs) teljadi 

peningkatan kinerja, sementara jenjang pendidikan SM/MA dan jenjang 

pendidikan tinggi (S1 ke atas) sedikit mengalami kenaikan. Rata-rata tahun lama 

sekolah untuk semua penduduk berijazah semua jenjang pendidikan berada pada 

jenjang pendidikan menengah pertama. Masih rendah ketersedian sekolah 

dibanding dengan jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun yang ada diperkirakan 

selain karena jumlah penduduk usia sekolah yang terus meningkat sedang 

saranafprasarana tidak bertambah bahkan mengalami kerusakan sehingga tidak 

fungsional. Selain itu penyebaran sekolah menengah tidak merata pada semua 

distrik mengakibatkan akses ke sekolah menengah cukup jauh dan memakan 

biaya bagi seorang siswa yang hendak pergi ke sekolah. 

e. Kesebatan 

Setiap kampung telah memiliki 1 buah posyandu dan ada kampung yang 

belum tersedia sehingga kegiatan posyandu akan dilaksanakan dengan kampung

kampug induk sebelum pemekaran. Lyanan Puskemas adalah 1:6.905 atau 1 

Puskesmas melayani sampai 6.905 penduduk, ada 13 Puskesmas ; 4 Puskesmas 

Perawatan dan 9 Puskesmas Rawat Jalan. Puskesmas Rawat Inap 4 buah, 

sedangkan untuk menjangkau distrik-distrik yang belum ada puskesmas juga 

tersedia Puskesmas Keliling 23 unit. Ketersediaan Rumah Sakit yang tersedia saat 

ini adalah rumah sakit baru Type C. Dalam lima tahun terakhir ini pertumbuhan 

tenaga dokter di Serui mengalami penurunan. Ketersediaan tenaga perawat sampai 

tahun 2014 tenaga perawat relatif terpenuhi, sedangkan untuk bidan kondisi 

belum terpenuhi seluruhnya. Demikian juga dengan tenaga medis yang lain 

kondisi rasio keterpenuhan!memadai rata-rata masih dibawah 50%. 
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f. Agama 

Penduduk yang bennukim di Kepulauan Y apen terdiri dari penduduk asli 

Papua dan penduduk pendatang. Penduduk asli Papua di Kepulauan Y a pen 

meliputi suku Onate, yang merupakan suku terbesar yang mendiami kepulauan 

Yapen, dan beberapa suku Papua lainnya yang berasal dari wilayah sekitamya. 

Yang merupakan penduduk pendatang adalah penduduk dari suku lain di 

Indonesia di luar Papua. Antara lain suku pendatang tersebut adalah, Bugis, 

Makassar, Buton, Toraja, Manado, Jawa, Sunda, Minang, Batak, Ambon dan Kei. 

Bahkan jauh sebelum kehadiran suku-suku pendatang tersebut, pedagang dari 

Tiongkok telah lebih dulu tiba di Kepulauan Yapen dan telah menjadi bagian dari 

sejarah kehidupan penduduknya. Penduduk keturunan hasil perkawinan dari 

orang Tiongkok dan penduduk asli tersebut sampai sekarang dapat dikenali 

dengan mudah, mereka dikenal dengan sebutan "Perancis", dengan ciri khas 

fisiknya berupa kulit yang cenderung lebih terang, walaupun berambut keriting. 

Agama mayoritas yang dianut penduduk Kota Serui adalah Kristen Protestan, 

sesuai dengan agama yang dibawa oleh para misionaris Protestan dari Eropa, 

tennasuk dari Negara Belanda yang pemah menjajah wilayah Papua bagian 

Utara. 

g. Mata Pencaharian 

Baik penduduk asli Papua dan pendatang (non-Papua), pola pemukiman

nya mengikuti struktur ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. 

Adapun struktur ekonomi di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah pedagang, 

perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan nelayan tangkap. Untuk mata 

pencaharian yang bertumpu pada perdagangan, dan pertanian tanaman pangan, 

pemukiman warga umumnya berada di daratan. 
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Masyarakat yang mata pencaharian pokoknya sebagai nelayan tangkap, 

pemukimannya berada di pesisir laut. Selanjutnya perekat sosial (social cohesion) 

masyarakat adalah ikatan kekerabatan atau marga. Kohesi sosial dalam bentuk 

ikatan kekerabatan atau marga dapat dilihat dari aktivitas warga berdasarkan 

etnik masing-masing. Ikatan sosial inilah yang kemudian membentuk jaringan 

sosial dalam konteksnya. 

Tabel4.3 
Jenis Pekerjaan Penduduk di Kab. Kepulauan Yapen 

No Jenis Mata Pencaharian %Jumlah 

I Petani 3.54 
2 Nelayan 1.8 
3 Pedagang 36.49 
4 Pengrajin 0.47 

5 Petemak 0.54 
6 Pegawai Negeri Sipil 17.91 
7 Swasta 7.07 
8 Pensiunan 4.3 
9 Lain-lain 27.89 

Total l 00.01 
Sumber: RTRW Kab. Kepulauan Yapen, 2011 

Untuk aspek ekonomi, secara umumjenis pekerjaan yang tersedia, meliputi: 

petani, nelayan, pedagang, pengrajin, petemak, PNS, swasta, pensiunan, dan lain-

lain. Dari jenis pekerjaan tersebut, mata pencaharian sebagai pedagang merupakan 

lapangan usaha mayoritas yang diusahakan oleh warga yaitu 36,49%, disusul lain-

lain (seperti: ojek, kuli pelabuhan, buruh bangunan) sebanyak 6.442 orang 

(27,89%) dan PNS sebanyak 17,91%. 
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2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman 

Modal Kabupatem Kepulauan Yapen 

a. Dasar Hokum 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 

Kepulauan Yapen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Yapen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di daerah 

dengan tugas pokok dan fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam peraturan 

daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No.4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas 

Pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi dibidang 

Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal serta tugas lain yang 

diberikan oleh Bupati. 

Fungsi 

I. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi : 

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi perijinan 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 

3. Pemberian pelayanan terhadap semua bentuk penJman berdasarkan 

kewenangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. 

4. Membuat standar waktu pelayanan perijinan agar tidak melebihi standar 

waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Mengadakan penelusuran terhadap berkas permohonan mulai dari proses 

sampai terbitnya ijin sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah 

ditetapkan. 
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6. Menguraikan berkas kelengkapan permohonan perijinan yang sama untuk dua 

atau lebih permohonan perijinan. 

7. Mengkoordinir tim kerja teknis. 

8. Membuat dan menyampaikan laporan data dan jenis perijinan yang dapat 

diselesaikan setiap bulan kepada perangkat daerah teknis terkait. 

9. Menyediakan brosur dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis 

pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen 

pada saat proses, biaya dan waktu dan tata cara pengaduan, melalui 

Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan media cetak dan elektronik 

yang mudah diakses oleh masyarakat dan dunia usaha. 

I 0. Melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

11. Melakukan kelja sama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya 

masyarakat asosiasi usaha, lembaga-lembaga intemasional dan pemangku 

kepentingan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

12. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis pada 3 (tiga) bulan sekali 

kepada Gubemur Papua melalui Bupati yang berisi perkembangan proses 

pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 

penyelenggaraan pelayanan, capaian kelja, kendala yang dihadapi dan 

pembiayaan. 

13. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan di bidang pelayanan 

perijinan. 

14. Melaksanakan tata usaha kantor. 

b. Struktur Organisasi 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Y apen No. 4 Tahun 2008 

tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan 
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Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal pada pasal Ill, 112, 113, 114, 115 

disebutkan bidang tugas unsur-unsur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan 

Penanaman Modal. Unsur-unsur tersebut adalah : 

1. Kepala Kantor 

a. Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, 

membina dan mengendalikan penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis 

dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal serta penerimaan 

daerah yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas-tugas lainnya yang 

diberikan oleh Bupati. 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), Kepala 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai 

fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan 

Penanaman Modal serta penerimaan Daerah yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

2. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan Pelayanan 

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal. 

3. Pengelolaan ketatausahaan, koordinasi antar instansi teknis, perijinan dan 

non perijinan, pembukuan penerimaan daerah serta pelaporan; 

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

c. Kepala Kantor Membawahi : 

1. Sub Bagian Tata Usaha; 

2. Seksi Informasi dan Administrasi Perijinan; 

3. Seksi Pelayanan dan Penerbitan Perijinan; 

4. Seksi Penanaman Modal; 

5. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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2. Sub Bagian Tata Usaha 

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan dan 

menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan 

perlengkapan serta rumah tangga kantor, memberikan pelayanan teknis 

administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal serta melakukan proses administrasi 

dalam rangka sosialisasi dan penegakan peraturan perundang-undangan 

dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal; 

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1 ), Sub Bagian Tata 

Usaha mempunyai fungsi: 

1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan 

pengelolaan ketatausahaan; 

2. Melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi 

administrasi, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dan rumah tangga; 

3. Penyiapan dan penyusunan data dan informasi, dokumentasi serta menyusun 

rencana program kerja; 

4. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor. 

c. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

3. Seksi lnformasi dan Administrasi Perijinan 

a. Seksi Informasi dan Administrasi Perijinan mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Kantor dalam rangka penyusunan kebijakan teknis di bidang lnformasi 

dan Administrasi Perijinan; 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), Seksi 

lnformasi dan Administrasi Perijinan mempunyai fungsi 
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1. Penyusunan perencanaan dan pedoman teknis Pelayanan Intormasi dan 

Administrasi Perijinan; 

2. Pelaksanaan pelayanan lnformasi dan Administrasi Perijinan; 

3. Pelaksanaan dan pemberian penyuluhan teknis dibidang Pelayanan Perijinan 

Terpadu dan Penanaman Modal; 

4. Pelaksanaan pendataan terhadap seluruh usaha maupun badan usaha yang 

diharuskan mendapat ij in usaha; 

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. 

c. Seksi Informasi dan Administrasi Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

4. Seksi Pelayanan dan Penerbitan Perijinan 

a. Seksi Pelayanan dan Penerbitan Perijinan mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Kantor dalam rangka penyusunan kebijakan teknis di bidang Pelayanan 

dan Penerbitan Perijinan; 

b. Dalam melaksananakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1 ), Seksi 

Pelayanan Penerbitan Perijinan mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan syarat-syarat prosedur dan tata cara pelayanan perijinan dan 

non perijinan; 

2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkait dan membentuk tim 

Verifikasi dan sertifikasi perijinan yang akan diterbitkan maupun yang 

sudah diterbitkan; 

3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Penerbitan Perijinan dan non perijinan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor. 
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5. Seksi Penanaman Modal 

a. Seksi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor 

dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal yang 

meliputi pemberian perijinan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta 

keljasama dibidang Penanaman Modal; 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1 ), seksi 

Penanaman Modal mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal; 

2. Pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan kebijakan Penanaman 

Modal dan pemberian perijinan bagi para investor baik asing maupun 

domestik; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Penanaman 

Modal dan pemberian perijinan bagi para investor baik asing maupun 

domestik; 

4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor. 

c. Seksi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 
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Gambar 4.2 
Struktur Organisasi KPPTPM Kabupaten Kepulauan Yapen 

lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 
Nomor : 4 Tahun 2008 
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan 
TataKe ·a Pera kat Daerah 

KASIE INFORMASI 

ADMINISTRASI 

PERUINAN 

Arianti Sitepu, SH 

KASIE PEIAYANAN DAN 

PENERBITAN PERUINAN 

Vede S. Rumboirusi, 
SE,M.M 

Sumber: KPPTPM Kabupaten Kepu/auan Yapen. 2016 

Penjelasan : 

Kepala Kantor 
Kepala Sub Bagian 
Kepala Seksi 

: I Orang 
: 1 Orang 
: 3 Orang 

KASIE PENANAMAN 

MODAL 

Muhammad Arsyad, S.Sos 
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eselon 
eselon 
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Tabel4.4 

Perlengkapan/Sarana Prasana 

No. Jenis Barang Jumlah Keterangan 
Bangunan Gedung 1 unit 
Ruang Kepala 1 unit 

1. 
Ruang Ka.TU i unit 
Ruang Seksi 3 unit 
Ruang Stat 1 unit 
Toilet 1 unit 
Meja kerja 15 buah 
Kursi kerja 30 buah 
Komputer (Pet"Sonal Computer) 7 unlt 
Komputer (Laptop) 2 unit 
Printer 6 unit 
Kendaraan Roda Empat Tdak ada 

2. 
Kendaraan roda dua 4 unrt 
AC 5 unit 
Televisi 1 unit 
Almari Kayu I Besi 9 buah 
Meja/Kursi T amu 3 set 
Papan lnformasi 3 buah 
Ki()as Angin 1 unit 
Fax 1 unit 

c. Visi dan Misi 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 

Kepulauan Yapen perlu menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan 

dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal guna mengantisipasi 

perkembangan di masa mendatang. Adapun visi dimaksud adalah sebagai berikut: 

"Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Kenyamanan Berusaha" 

Visi 
Terwujudnya Pelayanan 
Prima dan Kenyamanan 
Berusaha 

Tabel4.5 
Perumusan Penjelasan Visi 

Pokok-Pokok Visi Penjetasan Visi 
Pelayanan Prima Meningkatkan citra aparatur 

pernerintah dengan memberikan 
pelayanan yang mudah, cepat, 
aman, transparan, nyaman, 
ramah dan pasti. 

--

Kenyamanan berusaha Meningka~an kesadaran 
masyarakat dalam pengurusan 
untuk mendapat kepastian hukum 
sehingga nyaman dalam 
berusaha 
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Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka misi yang harus 

dilaksanakan yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan; Meningkatkan minat 

investor dan keljasama pembangunan dunia usaha. 

Pokok-pokok Visi 
Pelayanan Prima dan 
Kenyamanan Berusaha 

Tabel4.6 
Perumusan Penjelasan Misi 

Misi Penjelasan Misi 
Meningkatkan kualitas Meningkatkan kaulitas aparatur 
pelayanan pengelola perijinan agar dapat 

memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dengan prinsip 
pelayanan prima (mudah, cepat, 
aman, transparan, nyaman, ramah 
dan pasti). 

Meningkatkan minat Penyederhanaan mekanisme 
investor dan kerjasama perijinan dengan pelayanan prima 
pembangunan dunia Meningkatkan sosialisasi investasi 
usaha & informasi potensi daerah 

Meningkatkan kecepatan proses 
perijinan 
Menyiapkan Perda yang 
mendukung iklim investasi 
Menurunkan jumlah dan macam-
macam pajak yang membebani 
investor 

Tabe14.7 
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

1) Meningkatkan kualitas 1) T erwujudnya KPPTPM 1) Penyederhanaan 
pelayanan sebagai fasilitator mekanisme perijinan 

Pelayanan publik yang dengan sistem 

2) Meningkatkan minat 1) Terwujudnya iklim 1) Meningkatkan 
investor dan kerjasama investasi yang kondusif sosialisasi tentang 
pembangunan dunia di Kabupaten Kepulauan iniJestasi dan informasi 
usaha Yapen sehingga dapat potensi daerah 

menarik investor 
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Tabel4.8 
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja 

TUJUAN SASARAN INDIKA TOR KINERJA 
1) Terwujudnya KPPTPM 1) Penyederhanaan 1) 1 00% perijinan dapat 

sebagai fasilitator mekanisme perijinan diterbitkan sesuai 
Pelayanan publik yang dengan sistem dengan jumlah perijinan 
terpercaya pelayanan prima yang mendaftar dengan 

catatan berkas perijinan 
yang masuk telah 
lengkap persyaratannya 

2) Terwujudnya iklim 1) Meningkatkan 
investasi yang kondusif sosialisasi tentang 1) Adanya peningkatan 
di Kabupaten Kepulauan investasi dan informasi investasi PMA, PMDN 
Yapen sehingga dapat potensi daerah 
menarik investor 

d. Strategi Kebijakan 

Untuk dapat merumuskan asumsi organisasi yang merupakan kesimpulan 

tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya yang akan berpengaruh 

terhadap perkembangan organisasi, salah satu metode dalam merumuskan asumsi 

adalah dengan menggunakan Analisa SWOT. Untuk itu perlu dilakukan 

identifikasi faktor-faktor internal dan ekstemal tersebut. 

1. Lingkungan Internal 

Melalui pengamatan terhadap kinerja kantor, diperoleh faktor-faktor internal yang 

mempengaruhi kinerja kantor secara keseluruhan, yaitu : 

a. Kekuatan (."ltrength) 

I. Adanya struktur organisasi dan tata kerja 

2. Tersedianya SDM, Sarana prasarana dan dukungan dana 

3. Komitmen Pimpinan Daerah cukup tinggi 

4. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam pelayanan perijinan dan 

penanaman modal; 
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5. Telah tersedianya Sumber Daya Manusia dengan tingkat pendidikan yang 

sesuai dengan tuntutan; 

6. Tersedianya sarana dan prasarana dalam merintis Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen; 

b. Kelemahan (Weakness) 

1. Jumlah dan kemampuan pegawai yang kurang memadai 

2. Sarana dan Prasarana kelja kurang memadai 

3. Ego sektoral membuat koordinasi dan komunikasi belum optimal 

4. Kewenangan legalitas perijinan masih terbatas 

5. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang 

inovasi dan kurang kreatif; 

6. Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia dalam 

mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangan strategis; 

7. Belum memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang 

kelancaran fungsi organisasi; 

2. Lingkungan Eksternal 

Melalui telaahan dan pengamatan terhadap lingkungan ektemal organisasi, dapat 

diidentifikasi peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) : 

a. Peluang (Opportunity) 

I. Perkembangan teknologi yang semakin pesat 

2. Potensi usaha yang cukup beragam 

3. Banyaknya potensi investasi yang belum tergali 

4. Jumlah pelaku usaha semakin bertambah 

5.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No. 4 tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Y a pen; 
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6. Adanya penetapan visi dan misi dari RPJP Kabupaten Kepulauan Yapen 

2013 - 2017 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 - 2017 

yang sejalan dengan visi dan misi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Y a pen; 

7. Direncanakan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai salah satu Pusat 

Kegiatan Wilayah di Teluk Cenderawasih dengan didukung oleh perbaikan 

in frastruktur; 

8. Adanya sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten 

Kepulauan Yapen (APBD Provinsi dan APBN) yang dapat dimanfaatkan 

dalam mendukung pembangunan; 

9. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Yapen cukup tinggi. 

b. Tantangan (Threat) 

I. Semangat kewirausahaan masyarakat cukup berkembang 

2. Membentuk sistem yang mampu memberikan kemudahan perijinan 

3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan legalitas usaha 

4. Sistem pengembangan daerah yang belum terintcgrasi 

5. Persaingan yang memunculkan iklim usaha yang kompetitif 

6. Sanksi pidana kepada Kepala Daerah dan Pimpinan Organisasi Perangkat 

Daerah yang melakukan penyimpangan terhadap APBD; 

7. Masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pelayanan yang diberikan 

ppemerintah. Hal ini merupakan sumber potensi kontlik di masa yang akan 

datang; 

8. Tidak adanya investor yang masuk; 

9. Bertambahnya penduduk yang mengakibatkan tingginya arus urbanisasi, 

degradasi terhadap estetika dan lingkungan kota, kekumuhan serta 

instabilitas keamanan kota; 
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I 0. Pengaruh krisis global. 

Perumusan dengan Pembobotan Analisa Lingkungan Internal dan Analisa 

Lingkungan Eksternal dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel4.9 
Pembobotan Analisa Lingkungan Internal dan 

Analisa Lingkungan Eksternal 

No Lingkungan Strategis Bobot Rating 

I Kekuatan (Strength) 
1. Adanya struktur organisasi dan 13 3 
tata kerja 
2. Posisi kantor yang cukup strategis 14 4 
3.Komitmen Pimpinan Daerah cukup tinggi 

17 4 

II Kelemahan (Weakness) 
1. Jumlah dan kemampuan pegawai yang 17 4 

kurang memadai 
2. Saran a dan Prasarana kerja kurang 12 2 

memadai 
3. Koordinasi dan komunikasi yang belum 13 3 

optimal 
4. Kewenangan legalitas perijinnan masih 14 3 

terbatas. 
Jumlah bobot 100 

Ill Peluang (Opportunity) 
1. Perkembangan teknologi yang semakin 7 3 

pes at 
2. Potensi usaha yang cukup beragam 13 4 
3. Banyaknya potensi investasi yang belum 10 3 

tergali. 
4. Jumlah pelaku usaha yang semakin 15 4 

bertambah. 
IV Tantangan (Threats) \ 

1. Semangat kewirausahaan masyarakat 9 3 
cukup berkembang 

2. Membentuk sistem yang mampu 15 4 
memberikan kemudahan perijinan 

3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan 13 3 
legalitas usaha 

4. Sistem pengembangan daerah yang belum 11 4 
terintegrasi 

5. Persaingan yang memunculkan iklim 7 2 
usaha yang kompetitif 

jurriah bobot 100 

Sumber: KPPTP/\.f Kabupaten Kepulauan rapen. 2()/fi 

Keterangan : 
I. Jumlah total bobot internal dan ekstemal maksimal I 00 
2. Nilai untuk rating : 

4 
3 
2 
I 

Sangat Mendukung 
Mendukung 
Kurang Mendukung 
Tidak mendukung 

BobotX Prioritas Rating 

39 Ill 

56 II 

68 I 

68 I 

24 IV 

39 Ill 

42 II 

21 IV 

52 II 
30 Ill 

60 I 

27 IV 

60 I 

39 Ill 

44 II 

14 v 
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Dari hasil pembobotan faktor Lingkungan Strategik maka dapat diambil 

kesimpulan asumsi sebagai berikut : 

I. Manfaatkan komitmen pimpinan daerah yang cukup tinggi di dalam 

pengembangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 

Kabupaten Kepulauan Y apen. 

2. Maksimalkan pegawai yang ada untuk dapat memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat. 

3. Manfaatkan peran teknologi informasi untuk dapat memberikan pelayanan 

perijinan yang lebih baik, disamping mampu menyediakan data-data perijinan 

dengan lebih cepat dan akurat untuk kepentingan pengembangan ke tahap 

berikutnya. 

Tabel4.10 
Strategi dan Arab Kebijakan 

Visi: Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Kenyamanan Berusaha 

Misi Tujuan Sasaran 

1 )Meningkatkan 1 )Meningkatk 1 )Terciptan 
penge\olaan an day a ya iklim 
SDA secara saing dan investasi 
berkelanjutan nilai jual yang 

produksi kondusif 

Strategi 

1)Mewujudkan 
harmonisasi 
integrasi 
peraturan 
ketentuan 
pendukung 
investasi 
daerah 

2) • 

Arah Kebijakan 

Penciptaan iklim 
dan usaha yang 

kondusif dalam 
dan rangka 

mempertahanka 
n keberadaan 

di investasi yang 
ada serta 
menarik 
investasi baru. 
n. 

<dldl 

promosi yang promosi dan 
terintegrasi kerjasama 
dengan investasi 
pemangku 
kepentingan 
kerjasama 
investasi antar 
pemerintah 
daerah dan antar 
pemerintah 
daerah dengan 
swasta. 
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PEMOHON/ PENCARI 
INFORMASI 
PERIJINAN 

Gambar4.3 
Alur Pelayanan Perijinan 
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e. Pemeriksaan Berkas Penelitian Lapangan Proses SK Izin 

Secara umum mekanisme dalam setiap pelayanan perizinan pada Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan 

Yapen dapat di jelaskan sebagai berikut : 

I. Pemohon menyampaikan berkas administrasi permohonan. 

2. Petugas melihat dan meneliti kelengkapan keabsahan berkas, yang memenuhi 

syarat akan diproses sedangkan yang tidak memenuhi syarat akan 

dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 

3. Untuk perizinan yang memerlukan survey dilapangan akan dibentuk tim teknis 

guna untuk menentukan kelayakan izin. 

4. Tim teknis membuat berita acara dan rekomendasi persetujuan bagi pemohon. 

5. Pemohon yang memenuhi semua persyaratan akan dihitung pajak retribusinya, 

dan retribusi tersebut akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

6. Masa penerbitan izin. 

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen didukung oleh 17 Orang PNS. 

Berikut tabel data kepegawaian pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan 

pangkat/golongan danjenis kelamin. 
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Tabel4.11 
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin 

No Nama/NIP Pen- ~~ Jabatan Eselon Didikan n 
1 2 3 4 5 6 

1. 
Harold Wenno, AP, M.Si 

Magister 
Pembina Tk. I 

Kepala KPPTPM Ill 
NIP. 197708181995111 001 IV/b 
Reynhardt. A. Marn!Jrasar, Penata Tk.l 

2. S.Sos Sa~ana 111/d Kasubag T ata Usaha IV 
NIP.19721201 2001121 005 

3. Arianti Sitepu, SH 
Sa!) ana 

Penata Kasie lnformasi 
IV NIP. 19730514 200701 2 017 111/c Administrasi Perijinan 

4. 
Muhammad Arsyad, S.Sos 

Sarjana 
Penata Kasie Penanaman 

IV 
NIP. 19730705 2008011 023 111/c Modal 

5. 
Vede S. Rumboirusi, SE, M.M 

Magister 
Penata Muda Tk. I Kasie Pelayanan Dan 

IV 
NIP. 19810514 200801 2 014 111/b Penerbitan Periiinan 

6. 
Jon Elias P. Sitanggang, S.S 

Sa~ana 
Penata Tk.l 

Staf 
NIP. 19770501 2003121 011 111/d -

7. 
Feminandus Bukutubun, SE 

Sarjana 
Penata Muda Tk. I 

Staf 
NIP. 19790303 201004 1 003 111/b 

-

8. 
Juniwati L. M. Manderi, S.IP 

Sa~ana 
Penata Muda Tk. I 

Staf 
NIP. 19860616 200404 2 002 111/b 

-

9. 
Hans Ramandey 

SLTA 
Penata Muda 

Staf 
NIP. 196909291997031 004 Ill/a 

-

10. 
Welmina Mimie Rewang, S.IP 

Sal}ana 
Penata Muda 

Stai 
NIP. 19710704 200112 2 003 Ill/a 

-

11. 
Elisabeth Mazes, SE 

Sa~ana 
Penata Muda 

Staf 
NIP. 19741030 200701 2 013 Ill/a 

-

12. 
Rahma Jalali, SE 

Sa~ana 
Penata Muda 

Staf NIP. 19731005 201503 2 001 IIIIa 
-

13. 
Philipus H. S. Hungan, A.Md 

Diploma 
Pengatur Tk. I 

Staf -
NIP. 19800419 2009091 001 11/d 

14. 
Sisotris Sabandar SLTA 

Pengatur Muda 
Staf 

NIP. 19760813 200904 1 001 11/a 
-

15. 
Maurits Freddy Ayomi SLTA 

Pengatur Muda 
Staf -

NIP. 19730427 201503 1 001 Ilia 

16. 
Rahab F. Senboari 

SLTA 
Pengatur Muda 

Staf 
NIP. 19781223 201510 2 001 11/a 

-

17. 
Deli Semboari 

SL1P 
Juru Muda Tk..l 

Stat 
NIP. 19771221 200112 2 002 1/b 

-

Sumber: KPPTPM Kabupaten Kepulauan Yapen, 2016 

Berdasarkan tabel tcrsebut diatas bahwa Kantor Pelayanan Pcrizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan 

tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki 17 orang 

personil yang merupakan PNS. Pegawai berpendidikan SL TP sebanyak I orang 

(5,8%) yang berpendidikan SLTA sebanyak 4 orang (23,5%), sedangkan yang 

berpendidikan D.III berjumlah I orang (5,87%), yang berpendidikan Sarjana 

berjumlah 9 orang (52%) Magister 2 orang (I 1,8%). 
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f. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Tatalaksana pelayanan publik bidang perizinan yang dilaksanakan di 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) 

Kabupaten Kepulauan Yapen meliputi: 

l.SITU (Surat Izin Tempat Usaha) 

2. SIUP (Surat ljin Usaha Perdagangan) 

3. SIPR (Surat ljin Pemasangan Reklame) 

4. 1MB (lzin Mendirikan Bangunan) 

5. HO/ lzin Gangguan 

6. IPHHK (Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) 

7. Pengecer Minyak 

8. SlPA (Surat Izin Pengeboran Air) 

9. Distributor MIRAS/ Pengecer MIRAS 
Sumber: KPPTPM Kabupaten Kepulauan Yapen. Jabuari 2016 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari uraian teori-teori pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa 

dalam penelitian ini indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana kualitas pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Kepulauan Yapen 

berpedoman pada pendapat menu rut Zeithaml, et.al (1990) yaitu: 

1. Tangibles atau ketampakan .fisik, artinya petampakan fasilitas fisik seperti 

gedung, peralatan atau perlengkapan, pegawai dan fasilitas- fasilitas lainnya 

yang menunjang pelayanan. 

2. Reliability atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan 

pelayanan yang dijanjikan secara akurat; 
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3. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk untuk menolong 

customers dan menyelenggarakan pelayanan secara iklas; 

4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan 

kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customers. 

5. Emphaty ada/ah per/akuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh 

providers kepada customers; 

1. Tangibles (Ketampakan Fisik) 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) 

Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini telah memiliki kantor yang representatif. 

Berdasarkan hasil pengamatan, sarana dan prasarana untuk pelayanan belum 

memadai seperti ruang tunggu yang kurang nyaman dan tempat parkir kendaraan 

yang belum memadai dan tidak aman. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan tanggapan responden yaitu masyarakat 

mengenai ketampakan fisik Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen, dapat dilihat pada tabel berikut 

Inl: 

No 
1. 
2. 
3. 

Tabel4.12 
Tanggapan Responden terhadap Ketampakan Fisik (Tangibles) pada 

KPPTPM Kab. Kepulauan Yapen 

Jawaban Jumlah Responden Persentase 
Sangat baik - 0 
Cukup baik 6 30 
Kurang baik 14 70 

Jumlah 20 100 
Sumber: /lasil Pen~o/ahan Data 

Tingkat pencapaian 26 : 60 x 100% = 43,3% (Kriteria kurang baik) 

Tabel tersebut menunjukkan tanggapan para responden penelitian bahwa 

ketampakan fisik (tangibles) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
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Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Y a pen dengan kriteria kurang baik. Hal 

ini ditunjukkan dengan jawaban para responden yang umumnya menjawab kurang 

baik mencapai 70%, yang menjawab cukup baik 30% dan tidak ada yang 

menjawab sangat baik. Dari hasil pengolahan kuesioner diperoleh tingkat 

pencapaian sebesar 43,3% yang termasuk dalam kriteria kurang baik. Hal tersebut 

terbukti karena gedung kantor ini tidak layak karena gedung saat sementara ini 

sudah gedung tua dan banyak mengalami kerusakan di setiap ruangan. 

Berbicara mengenai kemampuan unit pelayanan dalam memberikan 

pelayanan dengan cepat dan baik waktu pelayanan, sudah waktunya apabila setiap 

permohonan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

(KPP'TPM) Kabupaten Kepulauan Yapen diproses melalui komputerisasi. Dengan 

memanfaatkan komputer selain dapat menghemat waktu juga dapat on-line antar 

instansi terkait. Hal ini terungkap dari hasil wawancara sebagai berikut : 

"Memang, disini kita sudah waktunya memberi pelayanan dengan sistem 
komputerisasi. Hal ini tentu akan semakin mempercepat waktu pelayanan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, mungkin sarana dan prasrana ini yang 
harus disiapkan" (hasil wawancara dengan Aparat KPPTPM, 2016). 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan pelayanan perizinan di 

Kabupaten Kepulauan Yapen belum mengadopsi sistem aplikasi internet 

komputerisasi sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan publik. Dari 

kondisi ini dapat dinilai bahwa keberadaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen dalam 

pemanfaatan teknologi masih rendah. Proses pelayanan publik dapat tetjadi 

manipulasi karena tidak adanya sistem komputerisasi. Berbagai berkas-berkas 

urusan tidak akan terkontrol dengan baik, bahkan hilang sehingga tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sini masyarakat menjadi bagian 

yang paling dirugikan karena sistem yang tidak sistematis. Oleh sebab itu, 
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kebutuhan akan komputerisasi menjadi mutlak adanya bagi setiap birokrasi 

pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa 

agar lebih etektif dan efisien. Dalam kasus pelayanan perzinan di Kabupaten 

Kepulauan Y apen ini, sistem komputerisasi online bel urn dilaksanakan. Hal ini 

menyebabkan proses pelayanan bisa dimanipulasi dengan mudah. Kurangnya 

penggunaan teknologi berdampak pada tidak adanya sistem kontrol manajemen 

yang tepat. 

2. Reliability (Reabilitas) 

Indikator berikutnya yang menentukan kualitas pelayanan publik adalah 

reabilitas yaitu kemampuan untuk memberi pelayanan yang dijanjikan 

menyangkut kejelasan dan kepastian yaitu kemudahan dalam pengajuan 

permohonan dan kelengkapan administrasi yang menyangkut prosedur atau tata 

cara, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan. Kelengkapan 

administrasi akan mempermudah dalam proses penyelesaian setiap urusan 

pelayanan dan diperoleh data yang benar. Berdasarkan hasil pengumpulan data 

dan tanggapan responden yaitu masyarakat mengenai kejelasan dan kepastian 

pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen, dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

,----

No 
I. 
2. 
3. 

Tabel4.13 
Tanggapan responden terhadap Rehabilitas pada KPPTPM 

Kabupaten Kepulauan Yapen 
------ ----

Jawaban J urn lah Responden Persentase 
San gat jelas dan pasti 15 75 
Cukup jelas dan pasti 5 25 
Kurang jelas dan kurang pasti - 0 

Jumlah 20 100 
Sumber: Hasil Pengo/ahan Data 
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Tingkat pencapaian 55 : 60 x 100% = 92% (Kriteria baik) 

Tabel tersebut menunjukkan tanggapan para responden penelitian bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Y a pen san gat jelas dan 

pasti, artinya tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis 

maupun administratif serta rincian tarif pelayanan, tata cara pembayaran dan 

waktu penyelesaian suatu layanan sangat jelas dan pasti. 

Dari hasil pengolahan kuesioner menunjukkan jawaban para responden 

umumnya menjawab sangat jelas dan pasti mencapai 75%, yang menjawab cukup 

jelas dan pasti 25% dan tidak ada yang menjawab kurang jelas dan kurang pasti 

dan diperoleh tingkat pencapaian sebesar 92% yang termasuk dalam kriteria baik 

sehingga dapat dikatakan bahwa oleh aparat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen telah 

menerapkan prosedur pelayanan yang san gat jelas. 

"Setiap permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan yang lengkap dan 
harus diisi dengan benar. Kami tidak segan-segan untuk menolak permohonan 
apabila persyaratan yang diajukan masih kurang lengkap" (hasil wawancara 
dengan Aparatur KPPTPM, 2016). 

Dari hasi1 wawancara tersebut Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen secara tegas 

mensyaratkan kelengkapan administrasi dalam pengajuan permohonan, tetapi hal 

ini justru sering menyulitkan masyarakat yang masih kurang paham akan 

kelengkapan administrasi dalam pengajuan permohonan. 

" ... dengan kelengkapan administrasi sebenarnya akan sangat membantu dalam 
mempermudah pengajuan permohonan. Tidak usah bingung, toh. .. di formu/ir 
permohonan sudah tertera kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi (hasil 
wawancara dengan Aparatur KPPTPM, 2016). 
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Uraian tadi semakin menjelaskan bahwa dalam pengajuan pennohonan 

dan kelengkapan administrasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen mensyaratkan 

adanya kelengkapan administrasi, hal ini didukung dengan adanya petunjuk yang 

jelas dalam setiap fonnulir pengajuan permohonan. Dalam hal kemudahan 

pemberian pelayanan publik, seringkali di salah artikan. Dikarenakan persepsi 

antara masyarakat pengguna jasa dan aparat birokrasi mengenai jenis dan kualitas 

pelayanan publik seringkali belum mencapai titik temu. Kebutuhan masyarakat 

akan pelayanan yang efisien, transparan, pasti dan adil belum sepenuhnya 

dipahami oleh aparat birokrasi. Dalam banyak hal diskriminasi dalam pelayanan 

publik sering dialami oleh kelompok marginal dalam masyarakat, seperti 

kelompok miskin dan minoritas, padahal prinsip pelayanan publik itu ialah tidak 

memihak individu atau kelompok manapun. Pelayanan publik harus bersifat 

terbuka dan dikelola menurut sudut pandang masyarakat pengguna jasa sehingga 

menyiratkan hubungan yang dekat antara masyarakat pengguna jasa dan petugas 

pelayanan. 

Pelaksanaan pelayanan publik yang sangat diharapkan oleh masyarakat sebagai 

konsumen yaitu penggunaan waktu penyelesaian yang cepat. Dengan semakin 

cepat pelayanan yang diberikan, maka tingkat kepuasan masyarakat sebagai 

konsumen akan tinggi. Hasil jawaban kuesioner terhadap responden masyarakat 

mengenai ketepatan waku pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen, dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel4.14 
Tanggapan Responden terhadap Ketetapan Waktu Pelayanan 

pada KPPTPM Kab. Kepulauan Yapen 

No Jawaban Jumlah Responden Persentase 
I. Sangat tepat waktu 3 15 
2. Cukup tepat waktu 5 25 
3. Kurang tepat waktu 12 60 

Jumlah 20 100 
Sumber: Has1/ Pengo/ahan Data 

Tingkat pencapaian 31 : 60 x l 00% = 52% (Kriteria cukup) 

Berdasarkan tabel tersebut diatas tiga orang responden (15%) menjawab 

sangat tepat waktu, lima orang responden (25%) menjawab cukup tepat waktu dan 

mayoritas orang responden (60%) menjawab kurang tepat waktu. Hasil 

pengolahan kuesioner diperoleh tingkat pencapaian sebesar 52% yang termasuk 

kriteria cukup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketepatan waktu dalam 

memberikan pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen masih 

kurang tepat waktu. 

Penyelesaian pelayanan yang terlalu lama akan membuat masyarakat 

menjadi tidak percaya terhadap birokrasi pemerintah dan akan timbul kesan 

negatif sengaja dikerjakan terlambat, apabila diberikan imbalan maka akan 

dikerjakan secepatnya. Oleh karena itu perlu adanya penetapan standar waktu 

pelayanan yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan suatu pelayanan. 

Dalam kaitannya dengan indikator ketepatan waktu, yang dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten 

Kepulauan Yapen menciptakan pelayanan yang berkualitas adalah melalui 

percepatan waktu tunggu pada setiap jenis pelayanan. Namun demikian, pada 

kenyataannya masih ditemukan tidak konsistennya antara waktu tunggu dengan 

waktu penyelesaiannya yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
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dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen, berikut ini akan 

disajikan fenomenanya: 

" ... setelah satu minggu saya datang untuk mengecek izin, ternyata belum selesai. 
ini saya bolak-balik kesini mau ambil SITU, kok ternyata belum jadi-jadi. 
Padahal sudah lebih dari 1 (satu) minggu sejak mengurusnya masih be/um selesai 
juga. Malah, dijanjikan oleh petugasnya ... besok ... besok, nyatanya ... mana?" (hasil 
wawancara dengan Masyarakat, 20 16). 

Selain itu terlihat masih ada keluhan dari sebagian masyarakat sebagai 

konsumen dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

(KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen tentang pelayanan publik, yaitu: 

"Saya melihat, kalau mengururs perijinan di Kantor Perizinan, adalah masalah 
waktu penye/esaian izin belum bisa dipastikan bahwa izin terse but kapan selesai. 
Semuanya tergantung keberadaan Bupati/Wakil Bupati, ya kalau Pa Wakil Bupati 
ada biasanya satu minggu bahkan lebih baru saya bisa ambil izin, itu pun kalau 
saya dihubungi pegawai Kantor Perijinan" (hasil wawancara dengan Masyarakat, 
2016). 

Dari gambaran tersebut diatas terlihat jelas bahwa masih banyak dari 

masyarakat yang mengeluhkan tentang ketepatan waktu pelayanan yang berkaitan 

dengan waktu tunggu dan proses yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan 

Y apen. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang mayoritas sebagai 

pedagang dan pengusaha, akan sangat kecewa apabila segala urusan tidak bisa 

terselesaikan secara tepat waktu. Hal ini disadari oleh Kepala Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan 

Yapen: 

"Komi menyadari kekurangan kami, tetapi kami akan berwwha melayani 
masyarakat sebaik-baiknya semampu kami. Untuk itu, kami mohon pengertian 
dari masyarakat bahwa dalam setiap urusan pelayanan akan ditetapkan standard 
waktu dalam penyelesaiannya" (hasil wawancara dengan KepaJa KPPTPM, 
2016). 
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Waktu penyelesaian setiap urusan berbeda-beda sesuai instansi yang 

bertanggungjawab menyelesaikannya. Berikut ini daftar penyelesaian suatu 

urusan. 

Tabel4.15 
Waktu Penyelesaian Perijinan sesuai dengan Jenisnya 

No Jenis Pelayanan Waktu Penyelesaian 
l. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) Belum ada Standar Waktu 

2. SIUP (Surat ljin Usaha Perdagangan) Prsedur (SWP) dan 

3. REKLAME/ Surat ljin Pemasangan Reklame Stan dar Operasional 

4. 1MB (lzin Mendirikan Bangunan) Prosedure (SOP), 

5. HO/ Izin Gangguan sehingga suatu lzin tidak 

6. IPHHK (lzin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) bisa dipastikan waktu 

7. Pengecer Minyak penyelesaiannya. 

8. SIPA (Surat Izin Pengeboran Air) 

9. Distributor MIRAS/ Pengecer MIRAS 

Sumber: KPPTSP Kabupaten Kepulauan Yapen, Januan JOJ6 

Dari hasil wawancara diatas, apabila diperhatikan dengan seksama, masyarakat 

Kabupaten Kepulauan Yapen yang merasa tidak puas dengan ketepatan waktu 

pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

(KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen adalah masyarakat yang mengalami 

keterlambatan penyelesaian lebih dari I (satu) minggu dari daftar waktu 

penyelesaian pelayanan. Hal ini diakui oleh aparat kantor ini terutama untuk jenis 

izin tertentu perlu kebijakan dan koordinasi dengan berbagai pihak sebelum 

dikeluarkan izin, agar tidak terjadi pembatalan izin atau timbul perrnasalahan 

nantinya. 

3. Responsiveness (Responsivitas atau Daya Tanggap) 

Dalam melaksanakan pelayanan tentunya seringkali berhadapan dengan 

permasalahan masyarakat sebagai pelanggan. Tidak menutup kemungkinan akan 
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teijadinya kesalahan dalam proses pengurusan izin. Kesalahan tersebut tidak 

hanya pada masyarakat sendiri maupun aparatur. Sementara itu, akurasi pelayanan 

yang berkaitan dengan apakah pelayanan tersebut bebas dari kesalahan, 

menunjukkan dalam setiap permohonan pelayanan masih diketemukan kesalahan-

kesalahan yang berkaitan dengan hal-hal teknis, misalnya kesalahan dalam proses 

mencetak dokumen. Hal ini patut sebenamya masih dapat dianggap wajar, tetapi 

sebagai konsumen yang ingin mendapat pelayanan yang terbaik seharusnya setiap 

kesalahan hendaknya dapat dikurangi bahkan tidak terdapat kesalahan sedikitpun. 

Demikian harapan dari sebagian besar masyarakat selaku pengguna jasa, berikut 

fenomenanya : 

"Selaku manusia pasti pernah berbuat kesalahan, tetapi sekarang jaman udah 
canggih. Kalau bikin SITU itu nulis namanya jangan salah, kalau gak alamatnya 
yang salah (hasil wawancara dengan Responden, 20 16). 

Dari pihak Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

(KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen, menyadari bahwa setiap kesalahan 

seperti salah cetak, ada yang salah ketik merupakan murni kesalahan petugas 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) 

Kabupaten Kepulauan Yapen, asal kelengkapan formulir administrasinya telah 

diisi dengan benar dan pihaknya siap untuk memperbaiki dan mengganti setiap 

kesalahan tersebut dan masyarakat tidak dipungut biaya tambahan. Seperti yang 

terungkap sebagai berikut : 

"Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) 
Kabupaten Kepulauan Yapen siap mengganti setiap kesalahan dan 
memperbaikinya secara gratis, karena itu merupakan tanggungjawab kami untuk 
melayani masyarakat. Masyarakat puas kami senang ... (hasil wawancara dengan 
Responden, 20 16). 

Mengenai apakah setiap pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen bebas dari 
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kesalahan? Setiap manusia pastilah pemah berbuat kesalahan baik itu disengaja 

maupun tidak. Untuk itu setiap kesalahan dalam pelayanan di Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan 

Y apen akan diperbaiki dan diganti tanpa dipungut biaya lagi. Hal ini 

menunjukkan adanya komitmen dalam tanggung jawab kepada konsumen. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan tanggapan responden yaitu masyarakat 

mengenai kesadaran atau keinginan untuk membantu pelanggan pada saat 

memperoleh pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai 

pada tabel berikut ini: 

Tabel4.16 
Tanggapan Responden terhadap Responsivitas 

pada KPPTPM Kab. Kepulauan Yapen 

No Jawaban Jumlah Responden 
1. Sangat baik 2 
2. Cukup baik 15 
3. Kurang baik 3 

Jumlah 20 
Sumber: Hasll Pengolahan Data 

Tingkat pencapaian 39 : 60 x 1 00% = 65% (Kriteria cukup) 

Persentase 
10 
75 
15 

100 

Berdasarkan tabel tersebut diatas lima betas orang responden (75%) menjawab 

cukup baik, tiga orang responden (15%) menjawab cukup kurang baik, dua orang 

responden (1 0%) menjawab sangat baik. Hasil pengolahan kuesioner diperoleh 

tingkat pencapaian sebesar 65% yang termasuk kriteria cukup. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa tingkat responsivitas aparat dalam memberikan pelayanan 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) 

Kabupaten Kepulauan Y apen sudah cukup baik. 
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4. Assurance (Kepastian) 

Berdasarkan tanggapan responden mengenai assurance (kepastian) 

meliputi pengetahuan aparatur dalam memberikan palayanan menambah wawasan 

pelangggan melalui informasi pelayanan yang disampaikan oleh aparat Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten 

Kepulauan Yapen secara pasti, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

No 
1. 
2. 
3. 

Tabel4.17 
Tanggapan Responden terhadap Assurance 

pada KPPTPM Kab. Kepulauan Yapen 

Jawaban Jumlah Responden 
Sangat baik 4 
Cukup baik 6 
Kurang baik 10 

Jumlah 20 
Sumber: Hastl Pengolahan Data 

Tingkat pencapaian 25 : 60 x l 00% = 42% (Kriteria kurang baik) 

Persentase 
20 
30 
50 
100 

Tabel tersebut menunjukkan tanggapan para responden penelitian bahwa 

pengetahuan yang dimiliki oleh aparat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen kurang baik, hal ini 

dapat dilihat dari pengamatan selama penelitian dan penyampaian informasi yang 

ditempelkan pada papan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui segala 

informasi yang berkaitan dengan pelayanan. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan jawaban para responden yang 

menjawab sangat sangat baik mencapai 20%, yang menjawab cukup baik 30% 

dan yang pada umumnya menjawab kurang baik 50%. Dari hasil pengolahan 

kuesioner diperoleh tingkat pencapaian sebesar 42% yang termasuk dalam kurang 

baik. 
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Penetapan besamya biaya pelayanan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Yapen No. II Tahun 2009 Tentang Jasa Ketatausahaan, 

karena pemasukan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Y apen sangat menentukan dalam 

memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain 

itu, besamya biaya pelayanan juga dengan melihat kondisi perekonomian dari 

warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam penetapan biaya 

pelayanan harus diperhatikan beberapa aspek sebagai berikut : 

I. Nilai produk yang dihasilkan melalui suatu proses pelayanan tidak melebihi 

kewajiban atau jika dibandingkan dengan produk-produk lainnya tidak 

melebihi tarif yang ditentukan dalam peraturan. 

2. Memperhatikan kondisi dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. 

3. Tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah jika terpaksa harus 

mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi 

peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya, untuk itu besamya 

biaya pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

(KPJYfPM) Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaian masyarakat menganggap 

tidak wajar dan belum memadai oleh masyarakat. Berikut disajikan besamya 

biaya pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

(KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Perda Kepulauan Yapen : 
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Tabel4.18 
Besarnya Biaya Pelayanan Perijinan 

No Jenis Pelayanan lzin Biava 

1. 
SITU (Surat lzin Tempat Usaha) Rp. 2.100.000 s/d Rp. 75.000 (tergantung 

jenis besamya usaha) 
2. SIUP (Surat ljin Usaha Perdagangan) Gratis 

3. SIPR (Surat ljin Pemasangan Reklame) Rp. 1.500.000 s/d Rp. 50.000 (tergantung 
jenis dan besamya usaha) 

1MB (lzin Mendirikan Bangunan) 
Perda 1512012 Tentang 1MB: Rp. 500.000,-

4. s/d RP. 20.000.000,-. (tergantung jenis dan 
besaran bangunan) 

HO {lzin Gangguan) 
Perda 11/2014 Tentang HO (liin Gangguan) 

5. Rp. 400.000,- sld Rp. 12.000.000,-
(tergantung jenis dan luas_ll§ah(IL~·------

6. IPHHK (lzin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rp. 1.000.000,-
----~-------- --------·· 

7. Pengecer Minyak . f3_Q. __ 'L0Qp00,_:-______ ~--··~ 
-----·· --------· -----------

8. SIPA (Suratlzin Pengeboran Air) Rp. 5.000.000,-
Perda 1/ 2015 Tentang Miras: 26.000.000,-

9. Distributor MIRAS/ Pengecer MIRAS s/d Rp. 32.000.000,- (tergantung jenis dan 
golongan alkohol) 

Sumber: KPPTPM Kabupaten Kepulauan Yapen. 2016 

Namun pada kenyataannya, besarnya biaya pelayanan yang berlaku di 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) 

Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menutup kemungkinan jika melebihi tarif 

yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena ada sebagian masyarakat bahwa 

mengurus izin terlalu banyak dan rumit juga banyak memakan biaya untuk 

memperoleh persyaratan perijinan sehingga terkadang sebagian mereka 

mengurusnya lewat calo dan atau dititip lewat para petugas di Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan 

Yapen sebagian ada yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari 

masyarakat. Seperti yang terungkap sebagai berikut: 

"Terus terang saya sendiri berat hati mengurus ijin ada/ah karena masalah biaya 
terlalu mahal, dan untuk mengururs biaya persyaratan pengurusan ijin saja 
terkadang lebih mahal dari pada biaya mengururs izin. Untuk mengurus 
rekomendasi dari SKP D lain sang at mahal. (hasil wawancara dengan Masyarakat 
2016). 

"Saya lihat tidak ada biaya standarisasi atau biaya transaparan yang 
ditempelkan oleh pihak Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Kepulauan Yapen. Mereka se/alu mengatakan Berita Acata Sumbangan Pihak 
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Ketiga, ya yang namanya sumbangan pihak ketiga janganlah di tetapkan harga 
biaya urus ijin" (hasil wawancara dari Masayarakat 20 16). 

Selain alasan seperti yang disebutkan di atas, alasan penetapan besarnya biaya 

pelayanan disesuaikan dengan jenis pelayanan yang secara kualitatif lebih baik 

dapat dikenakan biaya yang agak mahal, sementara jasa pelayanan standar 

dikenakan biaya atau tarif yang standar pula. Diharapkan institusi Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten 

Kepu1auan Yapen dapat membiayai sendiri kebutuhan operasionalnya, dengan 

tidak mengorbankan fungsi pelayanan yang menjadi tugas utamanya. 

5. Empbaty (Perlakuan) 

Berdasarkan tanggapan responden yaitu masyarakat mengenai emphaty 

atau perlakuan da1am memberikan pe1ayanan oleh aparat Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan 

Yapen, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel4.19 
Tanggapan Responden terhadap Perlakuan Pelayanan 

pada KPPTPM Kab. Kepulauan Yapen 

No Jawaban Jumlah Responden Persentase 
1. Sangat baik 5 25 
2. Cukup baik 12 60 
3. Kurang baik 3 15 

Jumlah 20 100 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Tingkat pencapaian 42 : 60 x I 00% = 70% (Kriteria cukup) 

Tabel tersebut menunjukkan tanggapan para responden penelitian bahwa 

per1akuan atau perhatian terhadap pe1ayanan yang diberikan oleh aparat Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten 

Kepulauan Y apen sudah cukup baik. Hal terse but ditunjukkan dengan jawaban 

para responden yang umumnya menjawab sangat baik 25%, yang menjawab 
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cukup baik 60% dan yang menjawab kurang baik hanya 15%. Dari hasil 

pengolahan kuesioner diperoleh tingkat pencapaian sebesar 70% yang termasuk 

dalam kriteria cukup. 

Pada prinsipnya perlakuan atau perhatian aparat dalam memberikan 

pelayanan disesuaikan dengan persyaratan pelayanan, dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pencapaian sasaran pelayanan yang tetap memperhatikan 

keterpaduan antara persyaratan dengan produk layanan yang dihasilkan dan juga 

dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan yang sama dalam hal proses 

pelayanan. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan tanggapan responden yaitu masyarakat 

mengenai keadilan aparat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel4.20 
Tanggapan Responden terhadap Keadilan Pelayanan 

pada KPPTPM Kab. Kepulauan Yapen 

No Jawaban Jumlah Responden Persentase 
1. Sangat adil 10 50 
2. Cukup adil 6 30 
3. Kurang adil 4 20 

Jumlah 20 100 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Tingkat pencapaian 46 : 60 x I 00% = 77% (Kriteria Baik) 

Berdasarkan tabel tersebut diatas sepuluh orang (50%) responden 

menjawab sangat adil, enam orang responden (30%) menjawab cukup adil dan 

empat orang responden (20%) menjawab kurang adil. Hasil pengolahan kuesioner 

diperoleh tingkat pencapaian sebesar 77% yang termasuk kriteria baik. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa didalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat aparat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Y apen sudah san gat adil. 

Keadilan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberikan 

secara adil bagi seluruh lapisan warga masyarakat tanpa pilih kasih. 

Salah satu indikator dalam memperoleh kualitas pelayanan dalam mendukung 

perlakuan pelayanan maka yang perlu untuk diperhatikan adalah ketepatan waktu 

pelayanan yang berkaitan dengan waktu tunggu dan proses. 

Semakin cepat dan tepat waktu dalam proses pelayanan, maka akan membuat 

pengguna jasa semakin puas. 

6. Faktor-Faktor Manajerial Penentu Kualitas Pelayanan Perizinan 

Sesuai dengan pendapat Ratminto & Winarsih (2005) yang 

mengemukakan bahwa faktor-faktor manajerial yang dapat mempengaruhi 

kualitas pelayanan perizinan yang antara lain disebabkan oleh : 

1. Penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan; 

2. Maksimalisasi mekanisme voice; 

3. Pembentukan birokrat yang berorientasi pada pelayanan kepentingan 

masyarakat; 

4. Pembangunan sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, 

khususnya pengguna jasa pelayanan. 

a. Penguatan Posisi Tawar Pengguna Jasa Pelayanan 

Penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan ini dapat dilakukan 

antara lain dengan memberitahukan dan mensosialisasikan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban baik pemberi maupun pengguna jasa pelayanan. Hal 
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semacam ini dikonsepkan sebagai citizen charter yang dirumuskan pertama kali di 

Inggris. 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 

Kepulauan Yapen, berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam upaya penguatan 

posisi tawar yaitu adanya kesetaraan hubungan antara masyarakat pengguna jasa 

dengan aparat yang bertugas memberikan jasa pelayanan telah mulai 

dikembangkan. Hasil wawancara dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan bahwa 

hak protes kepada pelanggan menyangkut berbagai aspek pelayanan perizinan, 

perilaku aparat, dan kondisi kantor. Pelanggan juga diberikan hak untuk tahu 

tentang tata cara pengajuan permohonan, besaran biaya dan rincian biaya 

pelayanan. Untuk memaksimalkan pelayanan, aparatur juga harus mengetahui hak 

dan kewajiban sebagai pemberi jasa pelayanan. 

Namun demikian masih saja kita dapati kendala-kendala dalam upaya penguatan 

posisi tawar pengguna jasa. Hal ini terungkap dengan hasil wawancara dengan 

masyarakat, padahal kantor tersebut secara tegas mensyaratkan kelengkapan 

administrasi dalam pengajuan permohonan dan telah diinformasikan sebelumnya, 

tetapi hal ini justru sering menyulitkan masyarakat yang masih kurang paham 

akan kelengkapan administrasi dalam pengajuan permohonan. 

"Heran saya, mau mengurus 1MB saja kok dipersulit. Katanya sih kurang gambar 
dan RAE bangunan dari DPU sural persetujuan dari BAPPEDA " (hasil 
wawancara dengan responden, 20 16). 

" ... dengan kelengkapan administrasi sebenarnya akan sangat membantu dalam 
mempermudah pengajuan permohonan. Tidak usah bingung, toh. .. di formulir 
permohonan sudah tertera ke/engkapan adminislrasi yang harus dilengkapi" 
( hasil wawancara dengan responden, 20 16). 

Uraian tadi semakin menje1askan bahwa dalam pengajuan permohonan dan 

kelengkapan administrasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
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Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen mensyaratkan adanya 

kelengkapan administrasi, hal ini didukung dengan adanya petunjuk yang jelas 

dalam setiap formulir pengajuan permohonan. 

Dengan demikian penguatan posisi tawar yang diharapkan menjadi terkendala 

akibat kesalahpahaman dalam mentetjemahkan informasi yang ada. Pihak 

aparatur akan terns meningkatkan upaya penguatan posisi tawar pengguna jasa 

melalui sosialisasi meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya 

penyelesaian, produk layanan, guna penyelenggaraan pelayanan publik yang 

memenuhi standar pelayanan terutama pelayanan perizinan. 

b. Maksimalisasi Mekanisme Voice 

l)alam 1,1paya memaksimalkan mekanisme voice yaitu pengguna jasa 

pelayanan harus memberi kesempatan untuk mengungkapkan ekspresi ketidak 

puasannya atas pelayanan yang diterimanya. Apabila saluran ini dapat berfungsi 

secara efektif, maka posisi tawar pengguna jasa akan menjadi sama dengan posisi 

tawar penyelenggara jasa pelayanan sehingga kualitas jasa pelayanan dapat 

ditingkatkan. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen telah berupaya 

menerapkan mekanisme voice dengan menyediakan kotak saran di Kantor 

tersebut. Berbagai ekspresi pengguna jasa dituangkan dalam bentuk saran-saran 

yang membangun. Menurut salah satu aparat di Kasie Informasi Administrasi 

Pelayanan Perijinan menyebutkan bahwa bila ada saran dari masyarakat maka 

saran tersebut dijadikan pedoman untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang 

selama ini diberikan kepada pengguna jasa. Namun ada kelemahan yang sering 

tetjadi bahwa tidak semua saran diakomodir jika memang tidak sesuai dengan 

128 

42507.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



mekanisme pelayanan seperti kultur pelayanan untuk perizinan serta kinerja 

aparatur. Tidak jarang pula saran tersebut hanya diketahui oleh top manajemen 

saja. Secara nyata mekanisme voice belum dilaksanakan pada Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan 

Yapen. Akan tetapi pengelolaan saluran ini belum dilakukan, sehingga posisi 

tawar pengguna jasa pelayanan tetap lemah. 

c. Pembeotukan Birokrat yang Berorientasi Pelayanao 

Dalam melayani kebutuhan dari pengguna jasa maka kemampuan aparat 

yang bertugas dalam hal pelayanan menjadi san gat penting. Demikian juga halnya 

dengan kemampuan aparat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Y apen, aparat dalam hal ini 

petugas di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

(KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan ujung tombak dalam bidang 

pelayanan. 

Hal penting yang menjadi taktor penting dari kemampuan aparat di Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten 

Kepulauan Y a pen adalah tingkat pendidikan aparat. Dari komposisi tingkat 

pendidikan aparat seperti pada Tabel 4.11 diatas, terlihat bahwa kemampuan 

aparat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) 

Kabupaten Kepulauan Y a pen sudah tergolong baik. Hal ini dibuktikan dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi magister dan sarjana II (sebelas) orang dan yang 

berpendidikan SL T A hanya 4 (em pat) orang saja. 

Tetapi dari hasil wawancara di dapatkan bahwa kadang-kadang mereka 

merasa jenuh dan bosan dalam hal melayani masyarakat. Berikut ini hasil 

wawancaranya : 
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"komi di kantor ini sudah banyak stafnya yang bependidikan sarjana tapi be/um 
semuanya diberdayakan sesuai dengan tupoksi pada seksi masing-masing .... , 
keahlian dan kemampuan belum dimanfaatkan secara maksimaf' (hasil 
wawancara dengan responden, 20 16). 

Keluh kesah dari salah satu aparat di Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen ini 

sebenamya dapat untuk dipahami. Hal ini patut disayangkan karena kemampuan 

yang ada tidak dapat dimanfaat seoptimal mungkin. Tetapi, memang dalam hal ini 

tidak ada yang dapat untuk disalahkan. Apabila diteliti lebih dalam lagi bahwa 

status kepegawaiannya ada yang masih berstatus CPNS dan sebagian aparatur 

belum mampu untuk berkreasi sendiri atau menciptakan pekerjaan yang akan 

dikerjakan sesuai dengan tupoksinya. Sehingga bagi pegawa tersebut merasa tidak 

ada pekeijaan sehingga hanya menuntut dan memprotes, apabila nanti Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen 

mengadakan pelayanan teknologi computer secara aplikasi on line baru ada 

pekerjaan bagi pegawai negeri sipil, ilmu dan kemampuannya dapat lebih 

termanfaatkan. 

lndikator lain dalam upaya pembentukan birokrat yang berorientasi pelayanan 

adalah kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal. Disini yang dimaksud 

adalah dalam hal penyelesaian urusan pelayanan perizinan. Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan 

Y a pen berusaha untuk menye lesaikan setiap permohonan secara tepat waktu 

dengan segenap kemampuan yang ada. Untuk itu diperlukan adanya kemampuan 

melakukan ketja sama yang baik antar instansi dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. 

Dalam birokrasi yang meliputi serangkaian tindakan yang dilakukan aparat 

pelayanan yang merepresentasikan adanya pelayanan yang berdasarkan pada 
130 

42507.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

efisien dan tidak terlalu berdasarkan pada juklak dan juknis secara kaku. 

Masalah kemampuan melakukan kerja sama di Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen terlihat 

masih menjadi kendala dan kerja sama antara atasan dan bawahan kurang tercipta 

dengan baik. Bawahan hanya minta petunjuk atasan kalau merasa bingung dalam 

memutuskan sesuatu. 

" ... sebagai bawahan say a hanya bertugas sebagai pelaksana sa} a. Jadi tidak 
punya wewenang apa-apa. Semua keputusan diserahkan ke atasan. Beliau kan 
yang paling tahu aturan yang berlaku. Jadi, kalau kita mint a petunjuk atasan itu, 
supaya nantinya kalau ada apa-apa tidak disa/ahkan. Soalnya, kalau dipecahkan 
sendiri nanti dikiranya penguasa" (hasil wawancara dengan respond en, 20 16). 
"Sebagai pegawai apabila ada pekerjaan yang tidak pas, maka harus minta 
peturifuk atasan soalnya sebagai bawahan harus loyal. Loyalitas itu wajar-wajar 
saja, supaya setiap tindakan yang kita ambil itu benar. Jadi, kebijakan tetap ada 
di tang an atasan" (hasil wawancara dengan responden, 20 16). 

Dalam hal kemampuan kerja sama ini, masyarakat pengguna Jasa 

pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

(KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Y a pen tidak tahu-menahu akan apa dan 

bagaimana yang terjadi dengan proses hubungan antara atasan dan bawahan 

dalam hal kemampuan kerja sama. Di setiap organisasi menuntut harus selalu 

mengevaluasi setiap hasil kegiatannya secara berkala, agar dapat diketahui 

perkembangan organisasinya tersebut, apakah organisasi tersebut perlu untuk 

dilanjutkan atau tidak. 

Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) 

Kabupaten Kepulauan Yapen setiap aparat yang terkait dituntut untuk dapat 

mempunyai kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami 

organisasi. Setiap ada perubahan dalam organisasi yang bertujuan untuk 
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memperbaiki kekurangan dalam hal pelayanan dan keluhan-keluhan dari 

masyarakat, maka setiap aparat harus tanggap dengan perubahan tersebut. 

Seperti halnya dalam penyusunan visi, misi dan sistem pemberian 

pelayanan dilakukan dengan melibatkan atasan dan bawahan sehingga membuat 

mereka merasa memiliki tanggung jawab sama dalam pemberian pelayanan 

kepada masyarakat pengguna jasa. Juga diadakan pertemuan rutin antar pegawai 

dan antar instansi terkait untuk saling memberikan masukan tentang kesulitan-

kesulitan yang dialami dan keputusan yang dibuat menyalahi aturan organisasi. 

Dari sini bisa dipantau apakah perubahan dalam organisasi apakah menyimpang 

dari visi dan misi organisasi. 

Selanjutnya, dalam hal kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan 

sebenarnya telah diatur pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang 

berlaku. Kegiatan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

(KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen dimulai pukul 08.00 dan pelayanan 

berakhir sampai pukul 15.00. 

Dalam hal kecepatan dalam melaksanakan tugas, petugas Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan 

Y a pen dapat bekerja secara cepat dalam artian setiap ada masyarakat yang ingin 

membutuhkan pelayanan, dengan cekatan petugas segera tanggap melayani. 

"Saya merasa puas dengan cara kerja petugas di Kantor Pe/ayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepu/auan Yapen, begitu saya 
datangt ... /angsung ada petugas yang menanyakan, Apakah mau urrus izin. .. ?" 
(hasilwawancara dengan responden, 20 16) 

Apabila selama ini petugas pelayanan tidak bersemangat untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada pengguna jasa karena masih kurangnya tingkat 

kreativitas mencari tata ketja yang terbaik. Lemahnya semangat ini disebabkan 

pada tingkat kejenuhan dari beberapa individu saja. Namun demikian 
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penghargaan terhadap pegawai untuk saat ini belum diberikan tunjangan prestasi 

maupun beban kelja sehingga ada alasan untuk tidak semangat aparatur dalam 

menjalankan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat harus lebih inovatif. 

Petugas di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

(KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Y apen tidak dituntut untuk mengambil 

keputusannya sendiri karena selama ini pekeljaan yang dihasilkan seolah-olah 

tidak ada yang menilainya. Hal ini temyata sangat sesuai dengan jawaban petugas 

tentang hubungan antara atasan dengan bawahan. 

Sebagai institusi yang bertugas melayani publik dalam hal ini 

masyarakat, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

(KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen yang diwakili oleh Kepala Kantor 

secara periodik memberikan pertanggungjawaban kepada Bupati Kepulauan 

Yapen. Hal-hal yang dilaporkan adalah mengenai laporan keuangan hasil 

pemasukan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

(KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen. lni penting sekali karena laporan 

keuangan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam bentuk 

pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami yang bertugas di 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) 

Kabupaten Kepulauan Yapen bertanggungjawab langsung ke Bupati. 

"Setiap bulan pemasukan dari hasil pelayanan pub/ik disetor ke Kantor Kas 
Daerah Kabupaten Kepu/auan Yapen dan laporannya setiap tahun seka/i 
dilaporkan ke Bupati" (hasil wawancara dengan responden, 20 16). 

Keberhasilan dalam hal pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan 

Yapen tidak dapat terlepas dari tingkat keikutsertaan dalam pelatihan atau kursus 

yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Sebab peningkatan kualitas sumber 
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daya manusia (SDM) perlu mendapatkan prioritas sebagai bagian dari 

peningkatan komitmen pengembangan pegawai. 

Selain itu, dengan mengikutsertakan pegawai pada program-program 

pelatihan mengenai dasar-dasar manajemen organisasi terbuka, kepemimpinan 

dan penerapan organisasi adaptif diharapkan dapat meningkatkan penguasaan 

mereka akan konsep-konsep pelayanan publik yang baik. 

Adapun jumlah diklat teknis fungsional yang sudah diikuti dapat dilihatdari tabel 

berikut ini : 

Tabel4.21 
Diklat Teknis Fungsional yang Pernah Diikuti 

No Jenis Diklat Yang Sudah Mengikuti 
1. Pelayanan Prima Semua 
2. Manajemen Publik 5 orang 
3. Keuangan Daerah 3 orang 
4. Strategi dan Manajemen Mutu 5 orang 

~-~ Kepemi!!!J>inan ···-~---------------- ---- ----- -- _ _j_ O@_fl_g - --------
Sumber.· KPPTPM Kabupaten Kepulauan Yapen 

Dari uraian diatas, para petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen dapat dikatakan 

sudah memahami bagaimana cara memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Tinggal penerapannya di Japangan yang harus diwujudkan. 

d. Pembangunan Sistem Pelayanan yang Mengutamakan Kepentingan 
Masyarakat 

Sistem pelayanan adalah suatu rangkaian yang saling berkaitan secara 

utuh membentuk kebulatan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat sebagai pengguna jasa dari pelayanan publik. Untuk itu dalam 

rangka memberikan kualitas pelayanan yang terbaik maka Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan 
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Y a pen harus memperhatikan setiap tuntutan dari konsumen sebagai pengguna jasa 

dari pelayanan publik yang diselenggarakan. 

Sesuai tujuan organisasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menentukan keberhasilan 

kualitas pelayanan publik maka salah satu syarat yang sangat significant untuk 

diperhatikan adalah adanya kenyamanan dalam memperoleh pelayanan yang 

berkaitan dengan lokasi tempat pelayanan. 

Kenyataan yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan bahwa faktor 

kenyamanan bagi masyarakat perlu diperhatikan. Hal ini terlihat dari kondisi 

ruang pelayanan yang tidak memperhatikan faktor kenyamanan seperti yang 

distandarkan. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Y apen menegaskan : 

"Kami menyadari bahwa keberadaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melayani 
masyaraknt masih jauh dari sempurna. Tetapi hal ini knmi konsultasiknn dengan 
Bupati, bahwa anggaran tahun depan aknn dipercantik dengan melengknpinya 
sesuai kebutuhan masyaraknt" (hasil wawancara dengan responden, 20 16). 

Selain hal tersebut diatas, dalam mendukung sistem pelayanan, pihak Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten 

Kepulauan Yapen juga memberikan kejelasan informasi tentang pelayanan yang 

diberikan berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan sebagai upaya dalam 

rangka menjalin hubungan dengan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani 

dengan baik. 

Apabila ada keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan 

perizinan, masyarakat dapat mengadukan keluhan tersebut ke aparat maupun 

media massa. Dari media massa tersebut selain sebagai sarana bagi masyarakat 
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untuk mengadukan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan 

juga digunakan sebagai sarana informasi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen untuk 

memberikan penerangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan 

perizinan. Selain itu, pihak Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen juga memberikan informasi 

Kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk-spanduk atau papan reklame 

yang dipasang di jalan-jalan protokol. 

Berkaitan dengan perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan, 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) 

Kabupaten Kepulauan Yapen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

pihak Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) 

Kabupaten Kepulauan Yapen menjamin dan memberikan perlindungan terhadap 

konsumen apabila ada kesalahan. Hal ini terungkap dalam hasil Wawancara 

dengan aparat kantor tersebut : 

"Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Kepulauan Yapen siap mengganti setiap kesalahan dan memperbaikinya secara 
gratis, karena itu mernpakan tanggung jawab kami untuk melayani masyarakat. 
Masyarakat puas kami senang". (hasil wawancara dengan responden, 2016). 

Untuk menjamin perlindungan konsumen, Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Kepulauan Yapen 

melakukan eveluasi secara berkala. Dimaksudkan untuk memberikan penilaian 

secara menyeluruh. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam 

memberikan penilaian terhadap pelayanan yang mereka terima. 

Berdasarkan gambaran seperti ini, maka dalam membentuk sistem pelayanan 

terbaik maka yang harus ditempuh adalah menjalankan cara terbaik dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas. 
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"Pelayanan yang berkualitas dan handal, tarif yang wajar dan ajjortable, 
pelayanan yang bersahabat, memperluas cakupan pelayanan, melayani dengan 
baik at au tidak membebani masyarakat" (hasil wawancara dengan responden, 
20 16). 

Dari uraian pada bah ini, jelas menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan 

di Kabupaten Kepulauan Yapen secara umum sudah cukup baik dan harus terns 

dikembangkan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan 

perizinan. 

Tabe\4.22 
Hasil dan Pembahasan 

No 
Teori lndikator 

Hasil Analisis 
Kualitas Pelayanan 

1. Bukti langsung ( tangibles ) Kurang Baik 

2. Keandalan ( reliability ) Baik 

3. Daya tanggap (responsivenes) Cukup Baik 

4. Jaminan ( assurance) Kurang Baik 

5. Empati Cukup Baik 

Faktor-faktor manajerial yang mempengaruhi kualitas pelayanan perizinan 

I. Penguatan posisi tawar pengguna jasa Belum maksimal 
pelayanan 

2. Maksimalisasi mekanisme voice Kurang 

3. Pembentukan birokrat yang berorientasi Cukup baik. 
pelayanan 

4. Pembangunan sistem pelaya!1an yang Cukup baik 
mengutamakan kepentingan masyarakat 

Sum her: Hasi/ Pengo!ahan Data 
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A. Kesimpulan 

BABY 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian pada Bab Hasil dan Pembahasan, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan perijinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen belum memberikan kualitas 

pelayanan ijin yang baik bagi masyarakat. Kualitas pelayanan perizinan di 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 

Kepulauan Yapen yang tercermin dalam aspek tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, dan emphaty mempunyai kecendrungan pada 

tingkat cukup baik, sesuai dengan tanggapan responden penelitian yaitu 

masyarakat yang mengurus perizinan terhadap beberapa dimensi tersebut yaitu: 

a. Tangibles (ketampakan fisik) 

Tanggapan para responden penelitian bahwa ketampakan tisik Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan 

Yapen masih dalam kriteria kurang baik. Kondisi fisik Kantor harus 

dibangun kembali yang baru agar ruang tidak terlalu sempit mengingat 

kantor ini masih menggunakan gedung yang sudah tua. Demikian juga 

sarana parkir harus disediakan yang aman dan nyaman. 

b. Reliability (reabilitas) 

Pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Y a pen masih cukup dan 

belum pasti, artinya tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik 
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persyaratan teknis maupun administratif serta rincian tarif pelayanan, 

sehingga dari segi reabilitas tergolong cukup. 

c. Responsivitas 

Daya tanggap aparatur kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 

Kepulauan Y apen mendapat kriteria cukup baik. 

d. Assurance 

Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen belum menjamin 

kepastian, baik pengetahuan aparat, biaya pelayanan, maupun informasi 

pelayanan hal ini dapat dilihat dari tidak adanya informasi dan papan 

informasi sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui segala informasi 

yang berkaitan dengan pelayanan. Assurance mendapat kriteria kurang baik. 

e. Emphaty 

Perlakuan pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen masih cukup 

baik. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan perijinan pada Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan 

Yapen adalah faktor manajerial sebagai salah satu penentu kualitas perizinan 

sudah dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal Kabupaten Kepulauan Yapen akan tetapi ada beberapa hal yang belum 

maksimal yaitu : 

a. Penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan Penguatan posisi tawar 

pengguna jasa pelayanan ini dapat dilakukan antara lain dengan 
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memberitahukan dan mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

baik pemberi maupun pengguna jasa pelayanan perizinan. Perlu diterapkan 

cara-cara seperti yang tercantum dalam citizen charter. Meningkatkan upaya 

penguatan posisi tawar pengguna jasa melalui sosialisasi meliputi prosedur 

pelayanan, waktu penyelesaian, biaya penyelesaian, produk layanan. 

b. Maksimalisasi mekanisme voice upaya memaksimalkan mekanisme voice 

yaitu pengguna jasa pelayanan harus memberi kesempatan untuk 

mengungkapkan ekspresi ketidakpuasannya atas pelayanan yang 

diterimanya, misalnya melalui kotak saran ataupun kotak pos. Saran-saran 

tersebut harus ada tindak lanjut agar berfungsi sacara efektif sebagai media 

penyampaian ekspresi pengguna jasa sehingga Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen mampu 

mengukur seberapa bagus kualitas pelayanan yang telah diberikan. 

c. Pembentukan birokrat yang berorientasi pelayanan Para Petugas Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan 

Yapen sudah memahami bagaimana cara memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan birokrat seperti 

tingkat pendidikan, kemampuan penyelesaian pekerjaan tepat waktu, dan 

kerja sama sudah cukup baik dan tidak kaku dalam memberikan pelayanan. 

d. Pembangunan sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan 

masyarakat. Upaya pembangunan sistem pelayanan perizinan di Kabupaten 

Kepulauan Yapen secara umum belum cukup baik dan harus dikembangkan 

dalam rangka perbaikan dan peningkatan sistem pelayanan perizinan yang 

berkualitas, handal, tarif yang wajar dan affortable, pelayanan yang 
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bersahabat, memperluas cakupan pelayanan, melayani dengan baik atau 

tidak membebani masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan pelaksanaan pelayanan perizinan di 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 

Kepulauan Yapen, adapun hal-hal perlu disarankan untuk mendapatkan perhatian 

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan adalah sebagai berikut : 

1. Ditinjau dari ketampakan fisik (tangibles) gedung kantor perlu dibangun yang 

baru dan memadai agar memberi kenyamanan kepada pengguna jasa. 

Kenyamanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, 

bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi fasilitas 

pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain lain. 

2. Dilihat dari Respon Tanggapan (Responsiveness) seperti ketepatan waktu 

penyelesaian perizinan masih cukup maka perlu disarankan bahwa sudah 

sepatutnya KPPTPM Kabupaten Kepulauan Yapen membuat Standar Waktu 

Prosedure (SWP) dan Standar Operasional Prosedure (SOP) sehingga 

masyarakat mengetahui kapan suatu izin selesai. Perlu pendelegasian 

wewenang dari Bupati ke Kepala KPPTPM untuk penandatanganan beberapa 

jenis ijin seperti : (SITU, SIUP, dan SIPR) sehingga izin tidak terlalu panjang 

dan lama prosesnya. KPPTPM Kabupaten Kepulauan Yapen sudah seharusnya, 

menggunakan sistem aplikasi perijinan dengan komputerisasi online yang 

dapat diakses langsung oleh masyarakat harus segera diterapkan, selain akan 

mempercepat proses pelayanan publik juga agar lebih membuka diri terhadap 

gagasan-gagasan inovatif, peka terhadap perubahan dan gagasan inovatif dalam 

peningkatan produktivitas dan pelayanan. 
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3. Assurance (kepastian) masih kurang baik hal ini perlu peninjauan ulang 

kembali tentang biaya pengurusan izin yaitu seperti harus adanaya Peraturan 

daerah/Peraturan Bupati yang mengatur tentang biaya pengurusan ijin, 

sehingga tidak memberatkan wajib izin. 

4. Berkaitan dengan faktor-faktor manajerial yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan perizinan supaya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Y a pen menerapkan konsep citizen? 

charter dalam upaya meningkatkan posisi tawar pengguna jasa sehingga 

mampu menyediakan pelayanan yang berkualitas, dengan memberitahukan dan 

mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik pemberi maupun 

pengguna jasa pelayanan. 
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DAFT AR KUISONER 

Penelitian Tentang: 
FAKTOR-FKTOR YANG MEMPENGARUHI KULITAS PELA Y ANAN PUBLIK PADA 
KANTOR PELA Y ANAN PERIJINAN TERP ADU DAN PENANAMAN MODAL 
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN 

A. PENGANTAR 
Dengan hormat, bersama ini penulis: 

Nama 
NIM 

:JON ELIAS P. SITANGGANG 
: 500660744 

Penulis adalah salah seorang mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik 
Pascasarjana Universitas Terbuka Jayapura. Penulis sedang menyelesaikan tugas akhir berupa 
penulisan Thesis, untuk maksud tersebut maka penulis memerlukan data sebagai bahan untuk 
penyusunan Thesis. Penulis mohon kesediaan Bapak!Ibu/Saudara untuk mengisi daftar 
pertanyaan di bawah ini, yang semata-mata dimaksudkan hanya tmtuk tujuan ilmu pengetahuan 
dan tidak ada maksud-maksud lain. Adapun untuk mengisi daftar pertanyaan maupun identitas 
responden, dimohon Bapak/Ibu/Saudara mengisi dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian 
atas bantuan Bapak!Ibu/Saudara diucapkan terima kasih. 

B. DATA RESPONDEN 
l.Nama: 
2. Jenis Kelamin: 
3. Umur: 
4. Pekeijaan: 

C. PETUNJUK PENGISIAN 
Untuk menjawab daftar pertanyaan di bawah ini, dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk 
memberikan tanda silang ( X ) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan 
sikap, pengetahuan, pengalaman Bapak/Ibu/Saudara. 

D. PERTANYAAN 
I. Tangible 
Yaitu berupa penampilan fasilitas fisik peralatan dan perlengkapan Kantor. 
1. Bagaimana tanggapan anda terhadap kctampakan fisik Kantor Pclayanan Pcrijinan Tcrpadu 

dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Y apen dalam mendukung pelayanan? 
a. Sangat Baik 
b. Cukup Baik 
c. Kurang Baik 

2. Bagaimana tanggapan anda terhadap keamanan dan kenyamanan tempat parkir Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen? 
a. Baik 
b. Cukup 
c. Kurang 
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II. Reliability 
Yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai yang dijanjikan, terpercaya dan akurat. 
3. Bagaimana tanggapan anda terhadap kemampuan aparat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen dalam memberikan pelayanan? 
a. Sangat jelas dan pasti 
b. Cukup jelas dan pasti 
c. Kurang jelas dan kurang pasti 

4. Bagaimana tanggapan anda terhadap ketepatan waktu pelayanan yang diberikan oleh aparat 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu? 
a. Sangat tepat waktu 
b. Cukup tepat waktu 
c. Kurang tepat waktu 

III. Responsiveness 
Yaitu kemauan dari aparat untuk membantu dan memberikan jasa dengan cepat dan mendengar 
keluhan serta memberikan solusinya. 
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap kesadaran dan kemauan aparat jika terjadi kesalahan 

dalam pengurusan izin Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten KepuJauan Yapen daJam memberikan peJayanan? 
a. Sangat Baik 
b. Cukup Baik 
c. Kurang Baik 

IV. Assurance 
Yaitu kemampuan untuk menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang 
dikemukakan pada pelanggan. 
6. Bagaimana tanggapan anda terhadap pengetahuan aparat dalam memberikan pelayanan yang 

dilakukan oleh aparat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Kepulauan Y apen? 
a. Baik 
b. Cukup 
c. Kurang 

V. Empathy 
Yaitu kesedian aparatur untuk memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan 
7. Bagaimana tanggapan anda terhadap keadilan yang merata yang diberikan aparat Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen dalam 
memberikan pelayanan? 
a. Baik 
b. Cukup 
c. Kurang 
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8. Bagaimana tanggapan anda terhadap perlakuan oleh aparat Kantor Pelayanan Perijinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen dalam memberikan pelayanan? 
a. Baik 
b. Cukup 
c. Kurang 

9. Bagaimana tanggapan anda terhadap pembiayaan yang dikenakan dalam pengurusan 
pelayanan? 
a. Baik 
b. Cukup 
c. Kurang 

10. Apakah pelayanan yang diberikan sudah memuaskan keinginan anda? 
a. Memuaskan 
b. Cukup memuaskan 
c. Kurang memuaskan 

LAMPIRAN 2 

DAFT AR PEDOMAN W A W ANCARA 
A. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 

Kepulauan Y a pen 
1. Bagaimana menurut Bapak kemampuan aparat pemerintah Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen? 
2. Bagaimana menurut Bapak sistem komputerisasi yang diterapkan pada Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen? 
3. Bagaimana menurut Bapak tentang persyaratan dalam setiap pelayanan yang akan 

diberikan kepada pengguna jasa? 
4. Bagaimana menurut Bapak jika terdapat kesalahan dalam pengurusan izin pada Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen? 
5. Bagaimana menurut Bapak terhadap permasalahan ketepatan waktu dalam pengurusan 

izin pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Kepulauan Y apen? 

6. Sejauh ini apakah ada keluhan dari masyarakat yang menyangkut penyelenggaraan 
pelayanan? 

7. Kendala-kendala apa saja yang bapak hadapi dalam melaksanakan tugas? 
8. Disamping upaya untuk meningkatkan pelayanan, apakah bapak juga melakukan upaya 

pemberdayaan kepada masyarakat? 
9. Bagaimana tindakan bapak terhadap oknum aparat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen yang melanggar peraturan? 
10. Apakah bapak memberikan penghargaan terhadap aparat Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Y apen yang berprestasi dalam 
melaksanakan tugasnya? 
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B. Aparat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Kepulauan Yapen 

1. Bagaimana prosedur pelayanan dikantor ini? 
2. Menurut bapak/ibu, apakah sarana dan prasarana yang ada sudah memadai dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat? 
3. Apakah bapak/ibu pemah melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan? 
4. Apakah bapak/ibu pemah mendapatkan sanksi akibat kesalahan yang dilakukan? 
5. Apakah yang menjadi hambatan aparat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten KepuJauan Y apen daJam peJaksanaan tugasnya terutama 
dalarn pelayanan? 

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana hubungan antara atasan dan bawahan di Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu dan Penanarnan Modal Kabupaten Kepulauan Yapen? 

7. Apakah bapak/ibu pemah mendapatkan sanksi akibat kesalahan yang dilakukan? 
8. Apakah bapak/ibu pemah mendapatkan penghargaan karena prestasi yang diperoleh? 
9. Kendala-kendala apa saja yang bapak/ibu hadapi dalarn melaksanakan tugas? 
10. Apakah pihak Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dapat segera menangani keluhan atau 

ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan? 

C. Masyarakat 
1. Menurut bapak/ibu, apakah sarana dan prasarana yang ada sudah memadai dalarn 

memberikan pelayanan kepada masyarakat? 
2. Bagaimana menurut Bapak/ibu kemampuan aparat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

dan Penanarnan Modal Kabupaten Kepulauan Y apen? 
3. Kendala-kendala apa saja yang bapak/ibu hadapi dalarn mengurus perizinan? 
4. Menurut bapak/ibu, bagaimanakah perlakuan aparat dalarn memberikan pelayanan kepada 

masyarakat? 
5. Menurut bapak/ibu, bagaimanakah pengetahuan aparat terhadap berbagai informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna jasa seperti bapak/ibu? 
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NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
t------

17 

18 

19 

20 

REKAPITULASI JAWABAN INFORMAN 

TANGIBLES (KETAMPAKAN FISIK) 

NAMA RESPONDEN 
KATEGORI JAWABAN 

A B c 
HAROLD WENNO, AP, M.Si v (Kepala KPPTPM) 

REYNHARD MAMBRASAR, S.Sos v (Kasubag TU) 

ARIANTI SITEPU, SH v ( Kasie Info. Adm. Perijinan) 

MUHAMMAD ARSYAD, S.Sos v (Kasie Pen. Modal) 

VEDE S. RUMBOIRUSI, SE, MM v (KasiePel. Pen Perijinan) 

WELMINA M. REWANG, S.IP v (Staf KPPTPM) 

MANOMPANG v (BRI Cabang Serui) 

LANDONK v (Koperasi Simpan Pinjam) 

ABDULRAUF v (lstana Tailor) 

PUNGUAN SIMANJUNTAK v (CV. Sahat Marisi) 

INDRA IRIANTO v (CV. Kalseja Sejahtera Mandiri) 

JULIUS WAIRISSAL v lCV. Rinosa) 

MARKUS DASEM v (CV. Kabantaras) 

LAMHOT TAMBUNAN v (CV. Aek Nauli) 

H. MASUDI SAID v (CV. Sabang) 

KRISTIAN v (PT. Geraha Papua Persada Mandiri) 
---

ANWAR v (1MB) 

BERNARD NAlNG v (Kios Cendrawasih) 

SARTJKA v (Toko Sidharta) 

BAHRUL v (Service Electronic) 

JUMLAH - 6 14 
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NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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